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Nomor : 400.4.7/2709/114.4/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran: Satu berkas
Hal : Laporan IHal Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa 

Timur;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

       

Menindaklanjuti disposisi Gubernur Jawa Timur terhadap surat Direktur 
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia nomor 400.4.7/e-22/Polpum tanggal 1 Oktober 2025 hal Penyampaian 
Laporan Hasil Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2025, bersama ini disampaikan 
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum telah menginisiasi pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHal). IHal bertujuan 
untuk menilai tingkat keharmonisan sosial di Indonesia, mencakup faktor ekonomi, 
sosial, budaya, dan keberagamaan. IHal merupakan riset terapan sebagai upaya 
diagnosa terhadap tingkat harmoni di daerah melalui 3 (tiga) aspek pengukuran, yaitu 
Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA).

Provinsi Jawa Timur diapresiasi atas pencapaian 18 Kabupaten dan 5 Kota 
yang berhasil melaksanakan pengukuran dan memenuhi target responden. Hasil 
pengukuran diharapkan menjadi gambaran harmoni di wilayah masing-masing serta 
sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan 
daerah berbasis data (Evidence-Based Data) melalui tautan https://bit.ly/Laporan-
IHaI-Prov-Jatim-2025. Sehubungan dengan laporan di atas, mohon bantuannya untuk 
dapat memfasilitasi penyebarluasan tautan laporan hasil IHal Tahun 2025 dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508051998032002 Tembusan:

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Timur.
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